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ABSTRAK

Penyitaan barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian
pelanggaran. Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari
barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana

Dalam pelanggaran yang sudah ditentukan jenis pelanggaran oleh Undang-
yang terkait, schingga barang bukti pelanggaran lalu lintas akan disita.

pelanggaran.
Undang,

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana kewenangan polisi dalam

Undang-Undang

melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas menurut
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seria bagaimanakah

efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas.
Kewenangan polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu
2009 tentang Lalu Lintas dan

lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun
ada dalam Pasal 260 yang menyatakan polis berhak

Angkutan Jalan tepatnya

i rhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan,
ndaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor,
i barang bukii. Hal ini merupakan salah satu wewenang
polisi lalu lintas dalam melaksakan tugasnya sebagai seorang aparal penegak hukum.
Ffektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas dirasakan masih belum efektif. Hal im
ditunjukkan dengan masih banyaknya lalu lintas yang
dilakukan oleh mmﬁmummmt Terdapat
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A. Aesimpulan
W‘Mmmlwm“m
barang bukt pelanggaran lalu lintas di atas maka dapat disimpulkan -

I Kewcnangan polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran
lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya ada dalam Pasal 260 yang menyatakan
polis berhak melakukan penyitaan terhadap Surat lzin Mengemudi,
Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
mmmammwmwﬁmh
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